SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK
PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

bahwa untuk mengoptimalkan peran Satpol PP dan/atau
instansi terkait dalam penertiban atribut partai politik, maka
sebagian ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor
8 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 8
Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai
Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK PADA
MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun

2013 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye

dan Diluar Masa Kampanye (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8)

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Kediri:

a. Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 30);
dan

b. Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 43);

dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SANKSI
Pasal 8

(1) Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang berhak untuk
melakukan pembongkaran, melepas atribut Partai Politik serta melakukan
tindakan lain yang dianggap perlu apabila tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal
0.

(2) Apabila Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang melakukan
kesalahan dalam melakukan pembongkaran dan/atau melepas atribut
Partai Politik, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang
diharuskan mengembalikan/memasang atribut Partai Politik ketempat
semula.

(3) Dihapus.
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(4) Dalam hal terdapat atribut Partai Politik yang roboh, jatuh dan/atau rusak,
maka Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang berhak

melakukan pembongkaran dan/atau melepas alat peraga kampanye
tersebut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Juli 2023

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19760810 200604 1 022



